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Abstract

Conflict Prita vs. RS, Omni was originally not exactly examined by using
the theory of dialectical conflit Dahrendorf. Since the theory of
Diahrendorf associated with communities in the perspective of the group,
Dahrendorf theory does not say much about sodety as individuals. ICA
concept implies the statement. But when the conflict tumed nto a social
conflict Pritchard —because of the support of empathebic communities—
then the case can be observed with the Dahrendorf's theory.

The writer limits the discussion on the three (3) pillars of the thought of
Dahrendorf, namely, the theory of sodal conflict, the two commumities
face - conflict and consensus, and the dialectics of conflict with sodal
change. The soaal conflict theory of Diahrendorf relies on the concept of
class. Dahrendorf class concept is based on the basis of positions (roles)
and authority. Thus Dahrendorf dlass is dynamic. Class is not settled on
an individual or group, but moved around according to the position, role,
and its authority. It appears when the position and authority of Prita and
RS. Omni at the beginning and end of the episode.

The theory of the two communities face of Dahrendorf clearly found in
the case of Prita. How the dialectical relationship between the conlict of
Prita who had heat up with the emergence of consensus at the end of the
episode. Furthermore, the dialectics of conflict with the social changes also
become an interesting phenomencn in the conflict of Prita, What a terrible
pounding the conflict rolling like a snowball, so the robustness of the rock
of the status-quo of 'the ruler’ can be destroyed by hypnosis’ cases of Prita.

Keywords: dialectics of conflict theory, conflict theory - consensus,
superordinated, subordinated, social-conflict

A. Latar Belakang
Tulisan ind hendak mengungkap bagaimana teon konflik dialektik
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kekecewaan konsumen jelas termasuk dalam diskusi fenomena sosio-
logis. Dengan mencermati dampak yang ditimbulkan, kasus Prita me-
narik apabila dianalisis dengan menerapkan teori konflik dialektika.

Percepatan metaforsis kasus pribadi menjadi kasus nasional me-
rupakan salah satu fenomena sosial yang menarik ditelaah dengan
menggunakan teori Dahrendorf. Hal itu terkait dengan salah satu pro-
posisinya, bahwa semakin banyak anggota kelompok kuasi di ICA
menjadi sadar akan kepentingan tujuannya dan membentuk kelompok
konflik, maka semakin besar kemungkinan konflik terjadi

Makalah mi coba mengungkap, bagaimana teori Konflik Dialektik
Dahrendorf? Bagaimana implikasi teori konflik dialektik dalam kasus
Prita? Singkatnya, artikel ini berupaya mencermati kasus Prita vs. RS.
Omni dengan mengimmplikasi teori konflik dialektik. Hanya saja pem-
bahasannya dibatasi pada implikasi tiga pilar teori konflik dialektik yang
meliputi : (1) ‘soctal-conflict’ atas dasar peran dan otoritas, (2) kemsensus dan
konflik, dan (3) hulnmgan konflik dan perubahan. Selanjutnya analisis impli-
kasinya akan diramu dengan beberapa proposisi teoritiknya yang secara
empirik dapat ditemukan dalam kasus tersebut.

B. Sekilas tentang Teori Konflik Dialektik Dahrendorf

Dahrendorf tidak secara jelas merurmuskan definisi konflik. Namun dia
menyatakan, bahwa konflik merupakan sesuatu yang pasti tefjadi dalam
sebuah masyarakat. Pada setiap masyarakat pasti ditemukan beberapa
kelompok yang saling memiliki kepentingan berbeda. Perbedaan ke-
pentingan inilah yang menyebabkan konflik. Dengan demikian, entitas
konflik dan sebuah masyarakat merupakan dua hal yang sulit dipisahkan.

Berkait dengan hal itu, untuk merekonstruksi teori Ralf Dahrendorf
akan diangkat beberapa poin yang dapat dijadikan pilar-pilar teori kon-
flik dialektika Ralf D. Pertama, terminologi “social-comflict” Ralf D yang
berbeda dengan para pendahulunya. Kedua, Teori konsensus dan konfiik.
Dan ketiga, hubungan konflik dan perubahan.

Teori ‘social-conflict” Ralf Dahrendorf berbeda dengan para pendahulu-
nya. Dahrendorf memandang bahwa di dalam masyarakat terdiri dari
strukiur sosial yang saling berkait. Dia menyebut "struktur sosial’ ter-
sebut dengan istilah ICA [imperatively coordinated association], Bila skema
berfikir Parson mengarah pada terciptanya sistem sosial yang konser-
vatif, maka skema berfikir Dahrendorf lebih cenderung kepada ter-
ciptanya sistemn sosial yang dinamis.
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Sementara dalam menganalisis fenomena sosial, Dahrendorf me-
nerapkan cara berfikir Karl Marx, hanya saja dengan beberapa perubah-
an paradigma. Marx merumuskan teori kelas atas dasar kapital yang
dimiliki seseorang, sementara teori kelas Dahrendorf tidak lagi hanya
ditentukan oleh kepemilikan kapital semata, tetapi lebih ditentukan
peran. Setiap peran melahirkan otoritas. Beda peran akan menimbulkan
otoritas yang berbeda.

Pemikiran Dahrendorf tentang kelas sosial itu bertopang pada suatu
konsep bahwa masyarakat yang ada saat adalah ‘post-capitalism society’
atau masyarakat modern. Dalam masyarakat modern, kelas sosial tidak
hanya ditentukan oleh ‘kepemilikan atas modal’ saja, tetapi juga oleh
banyak faktor. Karenanya masyarakat modemn tidak dapat lagi dibagi
dalam kelompok borjuis dan proletar, tetapi terbagi dalam banyak
struktur. Penentuan struktur sosial pun mengalami perubahan, bisa atas
dasar politik, pendidikan, dan atau variabel lamnya.

Dengan demikian, konsep kelas sosial Ralf D dipengaruhi dua pe-
mikiran sebelumnya. Skema pemikiran Parson [terutama konsep struk-
tur sosial] dan pemilahan kelas Karl Marx sebagai pisau analisisnya.
Menurut Ralf Dahrendorf, bahwa akar konflik sosial tidak terletak pada
‘class’ dan barang produksi saja, melainkan ‘oforitas dan peran’ yang
ada dalam kelas tertentu.

Dengan demikian, term ‘social-class’ dimaknai sebagai sekelompok
orang yang memiliki otoritas. Otoritas bisa bermakna ganda. Satu sisi
berarti ‘otoritas yang bersifat hierarki sosial, dan sisi lainnya berarti
orang-orang yang memiliki keistimewaan atas orang lain. Di sini jelas
bahwa pemikiran kelas sosial Ralf dapat ditemukan di semua
kehidupan sosial manapun, masyarakat kapitalis maupun sosialis.

Ungkapan ini selanjutnya melahirkan dua istilah kelompok marnusia
dalam masyarakat, yakni, kelompok “super-ordinate” [posisi atas] dan
kelompok ‘sub-ordinate’ [posisi bawah]. Kedua kelompok masyarakat ini
rentan timbul konflik sosial. Kondlik kelas terletak pada "penggunaan
kekuatan oleh kelompok satu atas yang lainnya. Penggunaan kekuatan
oleh kelompok atas terhadap kelompok bawah absah asalkan harapan
dan kepentingan kedua belah pihak dapat terpenuhi. Ketimpangan oleh
kelompok superordinate atas subordinate adalah akar timbulnya konflik
sosial.

Teori dua wajah sosial, komsensus dan kemfik. Bagi Ralf Dahrendorf,
masyarakat mempunyai dua wajah, yakni, konsensus dan kontlik
Kedua konsep itu berhubungan secara dialektik. Sebuah masyarakat
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tidak mungkin mengalami konflik dengan masyarakat lain, jika se-
belumnya tidak ada konsensus. Dalam suatu komunitas tidak akan
muncul konflik, jika sebelumnya masing-masing anggotanya tidak
saling mengenal dan hidup bersama. Demikian pula, konflik dapat
mengantarkan orang kepada tercipta hubungan harmonis atau kon-
sensus. Ini berarti kedua konsep tersebut harus muncul secara bersama-
an. Bahkan keduanya dapat menjalin hubungan sebagai sebab dan
akibat secara bergantian.

Di sini Ralf Dahrendorf tampak—satu sisi—berseberangan dengan
Marx, bahwa konflik sosial cenderung ke arah anarkis, dan sisi lain
menoclak ‘siatisme sosial’ yang cenderung bersifat utopis, Konflik sosial —
bahkan antar bangsa sekalipun—bisa berakhir dengan munculnya
konsensus. Sebagai contoh, kasus hubungan kerjasama (konsensus)
antara Jepang dan Amerika Serikat dapat dijadikan bukti bahwa pe-
mikiran Ralf Dahrendorf lebih berpijak pada kenyataan (fakta sosial).

Contoh kasus hubungan dialektika antara konflik dan konsensus di
atas semakin memperkuat pandangan, bahwa intensitas konflik ber-
hubungan erat dengan mtensitas konsensus. Semakin tinggi tingkat
konfliknya, semakin kuat tingkat kerjasama (konsensus)nya. Berkait de-
ngan hal ini, Wendt menyatakan, “Konsensus dapat meminimalisir kon-
flik dan selanjutnya dapat meningkatkan kemampuan melihat diri dan
orang lain sebagai bagian dari anggota masyarakat atau bangsa.”

Walau demikian, Ralf Dahrendorf menyadari bahwa teori itu tidak
berlaku secara seratus persen. Sebagai pemikir sosiologi yang berpijak
pada fakta sosial, dia tidak terlalu optimis terhadap teori tunggal ‘proses
hubungan dialektika” antara konflik dan konsensus itu. Terhadap hal ini
Ralf Dahrendorf berupaya mengkritisinya dengan membangun teori
konflik masyarakat. Ini merupakan upayanya membangun teori konflik
yang kritis tenfang masyarakat.

Sebagaimana dikatakan, Bermard Raho, bahwa melalui teorinya ini
Ralf Dahrendorf ingin menerjemahkan pikiran-pikiran Marx ke dalam
suatu teori sosial, dan di dalam usaha penerjemahannya, Ralf Dahrendorf
kembali bersandar para teori fungsionalisme struktural. Bila dalam teori
fungsionalisme strukfural kestabilan atau keseimbangan masyarakat bisa
bertahan karena kerjasama yang bersifat sukarela, atau konsensus
bersifat umum, maka dalam teori konflik dialekiika kefjasama itu ber-
sifal paksaan. Suatu masyarakat yang mengalami konflik berke-
panjangan, mereka dapat dipersatukan oleh ‘kebebasan yang dipaksa-
kan',
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Hubungan dialektika antara konflik dan perubahan. Konflik sosial biasa-
nya disebabkan sikap status-quo dari pihak super-ordinate, dan sikap pro
perubahan dari pihak sub-ordinate. Dari pihak kelompok pemegang
otoritas, konflik sosial terjadi sebagai upaya untuk mempertahankan
posisinya. Sementara kelompok bawah berusaha mengubah keadaan,
dengan cara mengadakan aksi Sekalipun gerakan perubahan inj, oleh
Ralf Dahrendorf, tidak harus berbentuk revolusi—sebagaimana oleh
Marx—. Kualitas gerakan itu bahkan bisa berupa tindakan radikal.

Dinyatakan, segera setelah konflik itu muncul, kelompok itu melaku-
kan tindakan yang menyebabkan perubahan dalam struktur sosial
Tingkatan intensitas tindakan sangat signifikan dengan hasil perubahan
itu sendiri. Semakin hebat tindakan, semakin besar perubahan sosial itu
terjadi. Bila konflik itu hebat, perubahan yang terjadi bersifat radikal. Bila
konflik disertai tindakan kekerasan, maka akan terjadi perubahan
struktur secara tiba-tiba.

Terhadap hal itu, Dahrendorf membedakan masyarakat menjadi
beberapa kelompok, yakni, kelompok sermu [quasi-group], kelompok
kepentingan, dan kelompok konflik. Kelompok semu adalah sejumlah
orang pemegang oforitas [biasa disebut "kelompok super-ordmated].
Kelompok kepentingan adalah sejumlah orang yang menjadi agen riil
dari konflik kelompok. Kelompok memiliki anggota lebih besar dari-
pada yang pertama. Kelompok ini lah yang biasa disebut kelompok stb-
ordinated. Kelompok ini memiliki struktur, bentuk organisasi, program,
dan anggota perorangan. Sedangkan kelompok konflik adalah sejumlah
orang yang berasal dari berbagai kelompok kepentingan. Kelompok
ketiga ini sering tampak sebagai kelompok yang terlibat langsung dalam
konflik sosial.

Dalam kondisi ideal, dalam masyarakat hanya terdapat ketiga
kelompok sosial itu. Namun kondisi ideal ini terkadang sulit ditemukan,
sehingga kemungkinan ada faktor lain yang turut mempengaruhi
proses konflik sosial diakui oleh Dahrendorf. Dia menyatakan, kondisi-
kondisi teknis, seperti, personil dalam kelompok, kondisi politik, bentuk
komunikasi, dan kondisi ekonomi turut berpengaruh terhadap bentuk
konflik sosial.

Dahrendorf menyatakan, segera setelah kelompok konflik muncul,
kelompok itu melakukan tindakan yang menyebabkan perubahan
dalam struktur sosial. Setiap bentuk konflik berdampak pada muncul-
nya perubahan dan kemajuan masyarakat. Walau demikian, Dahrendorf
tetap mengakui, bahwa ada juga hubungan antara konflik dengan stafus-
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quo. Konflik sosial sebagai upaya konservasi sosial mi tidak banyak
ditemukan.

Dalam hal ini ditemukan, setidaknya ada tiga (3) bentuk kaitan
antara konflik dengan perubahan, yakni, (1) proses tranformasi ke-
lompok semua dalam kelompok konflik, (2) kondisi konflik mem-
pengaruhi bentuk dan intensitas konflik, dan (3) kondisi perubahan
strukfur sosial furut mempengaruhi bentuk, percepatan, dan kedalaman
perubahan yang ada dalam struktur sosial.

C. Bola Salju Kasus Prita Mulyasari

Untuk lebih jelas melihat perjalanan konflik Prita Vs BS. Omni akan
diungkap dalam tiga episode. Episode perfama dimulai dari kehuhan Prita
atas pelayanan RS, Omni yang cendenung tidak memuaskan. Keluhan
itu akhimya ditulis dalam e-mail (Sabtu, 30/08/2008), dan dikirimkan
kepada teman-teman dekatnya. Selanjuinya tersebarlah "berita’ tentang
keluhan Prita, termasuk pihak RS. Omni. RS. Omnipun tersinggung,
karena mereka merasa nama baiknya telah dicemarkan.

Konflik antara Prita dengan RS. Omni International mirip bola salju.
Konflik bermula dari rasa tidak puas seorang pasien, bernama Prita
Mulyasari, terhadap pelayanan pthak Rumah Sakit tersebut. Pihak RS.
Omni yang merasa dicemarkan nama baiknya pun melapor ke pihak
berwajib. Akhirnya Prita ditahan dan diebloskan ke tahanan (13 Met
2009).

Episode kedua dimulai ketika media dan infotaironent mendengar dan
memberitakan ‘kesewenangan’ institusi besar terhadap mantan kon-
sumen yang lemah. Selanjuinya bola yang awalnya kecil terus meng-
gelinding dan dengan sangat cepat berubah semakin membesar. Pem-
besaran bola salju itu mulanya di tingkat kabupaten, propinsi; dan
akhirnya mencapai tingkat nasional.

Sebagaimana dikermukakan di atas, bahwa konflik merupakan me-
miliki dua makna penting, pertama sebagai suatu krisis, dan kedua
sebagai suatu kesempatan. Ini berarti konflik bisa dilihat sebagai suatu
kondisi dimana terjadinya disintegrasi dari kelompok masyarakat yang
terlibat konflik, tetapi sebagai suatu kesempatan berarti konflik bisa
digunakan sebagai medium untuk membuat harmonisasi dalam
masyarakat menjadi semakin bajk dan terikat. Apalagi konflik seringkali
“diekspose” oleh media untuk kepentingan kelompok tertentu sehingga
konflik vang seharusnya menjadi suatu medium kesempatan memnjadi
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lebih menjadi krisis yang lebih besar. Dalam sebuah tajuk dinyatakan,
bahwa melalui media— cetak maupun elektronik —wajah buruk hukum
dipertontonkan secara gamblang kepada masyarakat. Bahkan di layar
kaca, wajah buruk itu menjadi tontonan laiknya reality show yang sayang
bila dilewatkan barang sedetikpun (Suara Merdeka, 21 Desember 2009),

Ekspose media atas kasus Prita selanjutnya membuat masyarakat
semakin ‘melek hukum'’, dan sebagai konsekuensi, munculnya gerakan
"Koin Peduli Prita’, di samping gerakan peduli para pengacara kondang,
semisal, OC. Kaligis untuk membantunya melalui jalur hukum. Yang
membuat konflik ini semakin mencapai klimaknya antara lain, sidang
lanjutan atas Prita vang kemudian divonis wajib membayar sebesar 204
juta rupiah. Media pun memunculkan berita “heboh”, semisal, si
miskin sebagai simbol rakyat mayoritas vs. si kaya”, dan “matinya
kebebasan berpendapat”. Berita itu akhirmnya melahirkan gerakan demo
yang terjadi di mana-mana. Mereka turun ke jalan untuk menuntut
keadilan. Demikian pula pakar hukum, DPR, bahkan Menteri Kesehatan
pun mulai angkat bicara. Mereka menyinggung UU ITE terhadap
perlindungan atas masyarakat pengguna internet.

Episode ketiga, anti Klimak. Berbagai gerakan masyarakat dari berbagai
elemen untuk mendukung Prita itu ternyata membuat pihak RS, Ommi
berubah pikiran. Kesuksesan Gerakan Ko Peduli Prita benar-benar
membuat pihak RS. Omni ‘merasa ketakutan’. Hal itu terbukti bahwa
gerakan dukungan empatik masyarakat luas pada Prita benar-benar
mampu membuat RS, Omni Internasional bersikeras untuk mencabut
gugatan perdata terhadap Prita Mulyasari. Itu berarti, bila pencabutan
gugatan itu terrealisasi, maka Prita tidak perlu membayar denda setelah
kalah dalam sidang perdata di tingkat banding sebesar 204 juta rupiah
(Suara Merdeka, 10/12/2009). Anehnya walau pihak Prita menolak ber-
damai, pihak RS. Omni tetap mencabut gugatan dan denda yang harus
dibayar pihak tergugat dan kalah dalam sidang. Inilah episode terakhir
yang mana kemenangan ada di pihak Prita dan rakyat.

D. Pembacaan Teori Dialektika Konflik

Konflik sosial, Kapan konflik sosial itu terjadi? Teori konflik dialektik
menjawab, ketika terjadi ketimpangan kelompok superordinate (pe-
megang otoritas atau kekuasaan) atas kelompok subordinate (masyarakat
awam), maka konflik sosial tidak terelakkan. Berdasarkan data, ditermu-
kan bahwa konflik Prita vs. RS. Omni tampaknya tunduk pada teori
Dahrendorf. Sebagaimana dikatakan bahwa, karakter superordinate
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adalah status-quo, di lain pihak karakter subordinate adalah anii status-
quo. Prita—pada awalnya—diposisikan sebagai pihak subordinate,
sementara RS. Ommni sebagai pihak superordinate. Sekalipun sebenarnya,
antara keduanya tidak ada hubungan pekerjaan, namun posisi Prita
dianggap lemah dan bersalah. Karena itu, ketika Prita (subordinate)
‘menuntut perubahan pelayanan’, maka sikap itu dianggap mengusik
status-quo pihak RS, Omni. Ketidakberdayaan Prita atas tuduhan pen-
cemaran nama baik RS, Omni semakin memposisikannya sebagai pihak
yang tertimpa otoritas (subordinate).

Namun ketika masyarakat merespon dan memberikan dukungan
penuh terhadap hak memperoleh keadilan atas Prita, maka pembacaan
teori konflik dialektik atas persoalan itu sangat menarik. Dikatakan
‘dukungan empatik masyarakat’, karena dukungan merentang dan
kalangan masyarakat tingkat bawah —dengan koin peduli atau koin
keadilan, anggota DPR— Urbaningrum dari Partai Demokrat membantu
uang sebesar 100 juta rupiah, dan bahkan kalangan Menteri Kesehatan -
telah berhasil menggeser “posisi pihak Prita’. Dukungan berbagai lapisan
masyarakat itu mengubah posisi Prita, dari posisi sub-ordinated menjadi
super-ordinated. Berkat dukungan ifu, posisi Prita menjadi ‘sangat kuat’
hingga membuat pihak RS. Omni tidak berdaya.

Hal itu menunjukkan bahwa teori kelas Dahrendorf bertopang pada
‘posisi dan otoritas” benar nyata terbukti. Penentukan kelas atas dasar
‘kekayaan’ (RS. Omni) dimentahkan oleh kekuatan sosial. Yang demildan
ini tampak ketika episode konflik tersebut mencapai anti klimaks, Otoritas
RS, Omni sebagai pihak superordinate di awal episode telah dikalahkan
secara telak oleh otoritas pihak Prita.

Konsensus dan konflik. Dalam kasusu Prita tersebut, teori dua wajah
masyarakat Dahrendorf tengah diuji kebenarannya. Sebagaimana di-
ungkap di atas, bahwa konflik Prita dengan R5. Omni Internasional
tidak mungkin muncul, bila sebelumnya antara Prita dengan RS, Omni
tidak saling kenal. Konflik antara kedua belah pihak berawal dari
adanya konsensus. Prita telah berkonsensus sebagai pelangzan RS.
Omni Internasional dalam hal pelayanan kesehatan keluarga. Sebagai
pelanggan sudah sewajarnya bila Prita ingin dilayani dengan baik,
namun termyata suatu saat pelanggan itu dikecewakan, sebagai akibat
pelayanan pihak RS. Omni yang kurang baik. Kekecewaan pihak
pelanggan itulah yang mengantarkan munculnya kontlik.

Karena itu dapat dikatakan, bahwa konflik antara Prita dengan RS.
Omni tidak akam pemnah ada, jika sebelumnya diantara kedua pihak
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tidak saling mengenal dan hidup bersama. Namun demikian, konflik
sosial tidak selamanya buruk, karena konflik sosial ternyata dapat
mengantarkan kepada terciptanya hubungan harmonis atau konsensus.
Bahkan konflik dapat menghantarkan kepada suatu perubahan pola
hubungan dan kehidupan sosial. Oleh karena itu, konflik juga bisa
dipahami, bukan hanya sebagai krisis tetapi juga sebagai kesempatan
untuk perubahan (Barron, 2004) —working paper social development paper:
conflict prevention and reconstruchion, paper no. 19/dec 2004). Sehingga
secara ckstrim dapat dikatakan, biarkan saja konflik sosial itu terjadi,
karena berkat konflik itulah sistem sosial sebuah masyarakat menjadi
semakin tertata dan berkembang,

Konflik dan perubahan. Dahrendorf menyatakan, bahwa segera setelah
konflik ftu muncul, kelompok itu melakukan tindakan yang menyebab-
kan perubahan dalam struktur sosial. Tingkatan mntensitas tindakan
sangat signifikan dengan hasil perubahan itu sendiri. Semakin hebat
tindakan, semakin besar perubahan sosial itu terjadi. Bila konflik itu
hebat, perubahan yang terjadi bersifat radikal. Bila konflik disertai
tindakan kekerasan, maka akan terjadi perubahan struktur secara tiba-
tiba. Ketika kasus Prita ini mendapat dukungan dari masyarakat luas,
bahkan berskala nasional, apalagi hampir semua stasiun TV juga turut
menayangkan berita tersebut, maka benar bahwa perubahan itu terjadi
secara tiba-tiba.

Tampaknya peristiwa itu cocok dengan proposi Dahrendorf nomor 8
dan Y, yang mengatakan bahwa [8] Semakin intensif suatu konflik, maka
semakin banyak perubahan struktural dan reorgamisasi itu dapat
dihasilkan, dan [9] Semakin keras konflik, maka semakin besar tingkat
perubahan strukiural dan reorganisasi. Hentakan demo dan gerakan
sosial tersebut secara efektif turut menentukan mempengaruhi DPR, dan
pemerintah untuk merivisi UU ITE. Bahkan peristiwa Prita juga turut
mempengaruhi kesadaran masyarakat akan pentingnya penegakan
hukum dan keadilan.

Di sisi lain, konflik Prita dengan RS. Omni sebenamya termasuk
bagian dari identitas sosial masyarakat kita. Masyarakat Indonesia
memiliki karakteristik khas, vakni, ketika ada satu individu atau
kelompok ‘merasa’ diri mereka atau harga diri mercka ataupun
kelompoknya didominasi, maka yang lain akan bersatu mendukung-
nya. Ini berarti tepat apa yang dikatakan Lederach, seperti dikutip oleh
Avruch, Black, & Scimecca (1998, 11), bahwa konflik adalah sebuah
aktivitas budaya.
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Sebagai aktivitas budaya, konflik —seperti dinyatakan oleh Lederach—
membawa konsekuensi bahwa konflik tidak akan pernah lepas dari
dinamika yang melingkupinya. Karena itu kalau Lederach, mengajukan
suatu pemikiran bahwa konflik bisa disamakan dengan kegiatan kultural,
maka konflik itu terus mengalami dinamika atau perubahan-perubahan
tingkatan konflik.

Jika demikian, maka setiap konflik itu akan berdialektik dengan hal
lainnya. Pernyataan ini sesuai dengan bagaimana konflik harus di-
selesaikan, bukan dengan cara menempatkan satu pihak salah dan pihak
lain benar; tetapi lebih memposisikan bagaimana kedua belah pihak
berusaha untuk menghasilkan secara terus-menerus suatu sohusi melalui
aktivitas komunikasi bersama - atau intinya.

Dengan menyitir pendapat di atas, maka dalam hal ini pihak
RS.Omni pasti tidak mau bila diposisikan sebagai yang bersalah. Sama
halnya, pihak Prita juga tidak mau diposisikan sebagai yang telah
mencemarkan nama baik orang lain. Pthak Prita tetap bersikukuh
bahwa dirinya hanya menyampaikan keluhannya kepada beberapa
teman dekat saja.

Karena itulah, dengan menggunakan pendekatan teori konflik
dialekiik, maka kemungkinan menjadikannya medium untuk dialog
sangat tepat. Karena pada diri tiap manusia selalu ada perbedaan yang
melinglaipi dirinya, ada yang ingin bersatu, ada yang tidak. Perbedaan
milsh yang dijadikan “titik’ awal untuk membentuk kondisi dialogis.
Tampaknya penyelesaian solusi konflik pihak Prita dengan pihak RS.
Ommni dilakukan dengan cara demikian.

Namun harus disadari, bahwa perbedaan untuk mencapai pe-
mahaman dalam membentuk kondisi dialogis seringkali dipengaruhi
oleh budaya. Budaya dan proses dialektikal menjadi 2 (dua) faktor
penting keberhasilan suatu penyelesaian konflik. Kegagalan awal pe-
nyelesaian masalah Prita ini terjadi karena tidak memperhatikan ke-
beragaman dari budaya masyarakat. Jadi seharusnya pendekatan yang
bisa dilakukan untuk resolusi bukan mencari solusinya, tetapi membuat
keberagaman menjadi suatu kondisi dialektis dimana masing-masing
pihak saling menghargai, dan menghormati keberagamannya.

Pemmyataan diatas menjelaskan tentang bagaimana sebenamya
konflik Prita vs. RS, Omni itu harus diselesatkan. Atas dasar proses
dialektikal dipahami, bahwa seharusnya tiap kelompok menyakini
bahwa dalam suatu hubungan atau resolusi pastilah terdapat perbedaan
cara pandang antara kelompok yang bertikai. Jadi penyelesaian konflik

278 Jurnal at-Tagaddum, Volume 3, Nomor 2, Nopember 2011



tersebut harus dilakukan dengan penciptaan suasana yang dinamik.
Suasana yang dimaksud dapat berupa kesadaran masyarakat dengan
gerakan koin peduli Prita, dukungan beberapa anggota partai, beberapa
pengacara pendukung Prita, yang pada akhimya membuat pihak RS.
Omni menyadari posisinya. Sehingga konflik dapat terselesaikan
dengan akhir yang baik. Masing-masing pihak yang berkonflik tidak
ada yang terdominasi dan terugikan.

E. Kesimpulan

Dari uraian di atas dapat disimpulkan, perfarna, teori konflik dialektika
Dahrendorf banyak diterukan dalam kehidupan masyarakat modern.
Konflik Prita hanyalah satu dari sekian banyak contoh kebenaran teori
konflik dialekiika. Konflik sosial yang tefadi akibat timbuinya
ketimpangan ‘kelas’ sudah biasa terjadi di masyarakat modern. Bahkan
bisa jadi, kasus Prita vs. RS Omni hanya merupakan penampakan ujung,
gunung es permasalahan masyarakat majernuk di Indonesia ni.

Kedua, teori Dahrendorf tentang dua wajah masyarakat—konflik dan
consensus —merupakan the real theory. Yakni sebuah teori social yang
berbasis pada fakta social. Konflik lebih banyak timbul dari kerjasama
[consensus]. Begitu pula, konflik biasanya berujung pada lahurnya
consensus, terutama ketika tingkat konflik itu tinggi.

Ketiga, teori konflik dialektika menjadi semakin jelas ketika men-
cermati “bagaimana konflik Prita mampu melahirkan beberapa per-
ubahan, dari kesadaran masyarakat terhadap penting penegakan
hukum hingga revisi perundangan, dan sebagainya?”|[]
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